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Kerugian dalam asuransi pengangkutan laut bukan hanya ditimbulkan dari pihak 

tertanggung saja, namun bisa juga ditimbulkan dari pihak ketiga. Hak untuk 

menuntut ganti kerugian oleh penanggung kepada pihak ketiga disebut juga 

dengan hak subrogasi. Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan sengketa 

hukum asuransi pengangkutan laut mengenai tuntutan hak subrogasi yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby. Putusan ini diajukan 

oleh PT Asuransi Axa Indonesia untuk menggugat PT Pelayaran Surya Bintang 

Timur yang tidak mau membayar ganti kerugian atas hak subrogasi yang dimiliki 

oleh PT Asuransi Axa Indonesia. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di 

dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum 

asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.  

 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe 

penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang 

digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data, dan 

sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan yang 

melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi yaitu 

ketentuan menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan ketentuan menurut Perjanjian 

(Perjanjian Pengangkutan Laut dan Perjanjian Asuransi Pengangkutan). Dengan 

ketentuan ini, maka penanggung mempunyai dasar alasan untuk dapat 

melaksanakan hak subrogasi yang dinyatakan dalam polis asuransi. Implementasi 

hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan 



 
 

Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby terdapat pada pertimbangan hakim dan 

pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim antara 

lain mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan laut, keabsahan perjanjian 

asuransi pengangkutan, dan keabsahan surat pernyataan pelimpahan hak 

subrogasi, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang isinya membuktikan 

bahwa perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi pengangkutan, dan surat 

pelimpahan hak subrogasi dalam putusan sah menurut hukum. Dengan demikian, 

implementasi hak subrogasi dalam Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibatnya PT 

Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai tergugat wajib membayar ganti kerugian 

atas hak subrogasi kepada PT Asuransi Axa Indonesia sebagai penggugat. 
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